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a. bahwa berd
Perjuangan Naszi(:r% g;/r]?tpKetua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia
Kebangkitan Bangsa; PDLP/VII/07 dan Surat Ketua Fraksi Partai

Nomor : 171 / 006 / FPKB / 1
ht : VIII / 2007, perihal
Reposisi Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Batang,

maka guna kelancaran pelaksanaan tugas — tugas DPRD, perlu segera

dilakukan Reposisi An .. . .
. ggota Panitia M
dari Fraksi PKB: ia Musyawarah dari Fraksi PDI.P dan

bahwa Reposisi Panitia Musyawarah sebagaimana dimaksud huruf a,
telah dibicarakan melalui Rapat Pimpinan DPRD dengan Pimpinan
Fraksi — fraksi, yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara
Nomor : 42 / DPRD. Rapim / VIII / 2007 tanggal 6 Agustus 2007, dan
telah disepakati oleh forum Rapat Paripurna tanggal 23 Agustus 2007,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b,

perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batapg Nomor : 171 / 42 / 2004
tentang Peresmian Pembentukan Panitia Musyawarah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

. ukan Daerah

_ Nomor : 9 tahun 1965 tentang Pembent

Updang IU];lth:rllg (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965

Tingkat II Ba " a% n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

Il\Ijogqor 52, g;‘g; Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
ndang un

: ‘ i dan Nepotisme  (Lembaran
. darl KorupSI, KO].USI
}I:Iang Be;séguﬁ?kB&%ZZ osia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
egara

: i 3851);
Negara Republik Indonesia nom(’)frahun 003 tentang Kevangan Negara

or
Undang Urllxcllanagr al\ll{zr;umik Indonqsia Tahuné({)g(é; Nomor 47, Tambahan
(Lembaran NCEWE, bk Indonesia B " Susunan dan Kedudukan
Lembaran Negara K€P ahun 2003 tentans e
r 22T Dewan perwakilan Rakyat, Dewan
p’ rwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
e20()3 Nomor 92, Tambahan Lembaran




